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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam pembayaran pajak hiburan jenis karaoke di BAPENDA Pekanbaru. pajak 
hiburan jenis karaoke merupakan salah satu sumber penerimaan dana di kota 
Pekanbaru untuk itu kepatuhan wajib pajak perlu diperhatikan dengan baik. Untuk 
mengoptimalkan tingkatan pembayaran pajak hiburan jenis karaoke tiap tahun, 
perlu dilakukan yaitu dengan memperbaiki dan menyempurnakan administrasi 
sistem penetapan dan pemungutannya. Pada kantor BAPENDA Kota Pekanbaru 
sistem pembayarannya dipungut secara langsung oleh petugas pemungutnya yaitu 
dari kantor BAPENDA Kota Pekanbaru. Dan Pengenaan pajak hiburan jenis 
karaoke di lihat dari beberapa pendapatan pajak hiburan jenis karaoke tersebut 
dalam setiap bulannya dan dikalikan 40% dari jumlah pendapatan tersebut. 
Kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. 
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu pelayanan pada 
wajib pajak, factor sosial, factor individu dan penegakan hukum perpajakan. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan 
untuk melaksanakan  pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut 
dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat 
dipaksaka penagihannya Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya 
dilakukan oleh masyarakat bersama sama pemerintah. Oleh karena itu peran 
masyarakat dalam pembiayaan  pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.  
Dengan demikian  pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh  
pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang 
pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam  melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. 
Pajak hiburan  merupakan bagian dari Pajak Kabupaten/Kota yang 
merupakan sumber sumber pendapatan daerah yang sangat membantu dalam 
pembangunan daerah, yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pajak Hiburan. Kota Pekanbaru  sebagai salah satu kota yang sedang 
berkembang menjadi salah  satu  lokasi industri yang menarik bagi para pelaku 
usaha, salah satu sektor industry yang berkembang  pesat saat ini di Pekanbaru  
yaitu Hiburan Karaoke. Dalam perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, 
hiburan pada tempat tempat karaoke mulai bertambah seiring dengan munculnya 






Selain itu tempat karaoke merupakan salah satu sarana hiburan baru di 
tengah  kejenuhan  masyarakat terhadap sarana hiburan yang monoton.ini 
menyebabkan, kegiatan karaoke yang sebelumnya dianggap tidak lazim, sekarang 
berubah menjadi suatu hal yang wajar. Karaoke merupakan trenbagi anak muda 
yang notabennya masih berusia sebagai pelajar dan  mahasiswa maupun orang 
dewasa,sehingga usaha ini cukup menjajikan bagi para pelaku usaha tersebut.  
Secara sederhana Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut 
sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
aturan perpajakan yang berlaku. Derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari 
adanya tax gap,yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan 
dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak, kepatuhan pajak 
merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan 
pajak. Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan dari individual untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam kehidupan berwarganegaraan 
sesuai perpajakan yang berlaku.  
Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam tiga tahun terakhir mengalami  
peningkatan karena padasetiap tahunnyawajib pajak (WP) yang terlambat 
membayar pajak mengalami pengurangan. 
Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah karaoke yang berada di 
Kota Pekanbaru berkurang atau pun bertambah dan tingkat kepatuhan wajib pajak 
itu sendiri di ukur dari tarif, denda/sanksi, dan jangka waktu yang telah di 





Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke di 
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
No Tahun Target Realisasi Presentase 
1 2016 3,611,332,451 1,257,055,018 34.81 
2 2017 2,837,922,979 1,257,095,936 44.30 
3 2018 1,509,385,503 1,272,356,460 84.30 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2020 
 Dari tabel di atas bisa tergambar bahwa target yang ditetapkan mengalami 
penurunan. Target yang tertinggi ditetapkan pada tahun 2016 dan target terendah 
ditetapkan pada tahun 2018. Sedangkan realisasinya dalam tiga tahun terakhir ini 
mengalami peningkatan. Dimana tahun  2016  jumlah realisasi yang dicapai tidak 
melebihi target dengan presentase sebesar 34.81%. Dan di tahun 2017 realisasi 
juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi tidak mencapai target 
yang telah ditetapkan dengan presentase sebesar 44.30%. Pada tahun 2018 
realisasi  meningkat dari tahun sebelumnya tetapi tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan dengan presentase sebesar 84.30%.  
 Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa target pada pajak hiburan karaoke 
dalam tiga tahun berturut- turut mengalami penurunan hal ini disebabkan karena 
tingginya target yang di tentukan. Sedangkan realisasinya mengalami kenaikan 
karena adanya peningkatan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajaknya. 
Dalam  hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan 
wajib pajak (WP) dalam pembayaran pajak karaoke. Yang telah kita ketahui 
bersama masih banyak wajib pajak (WP) yang tidak jujur dalam pembayaran 
pajak hal ini kemungkinan di sebabkan oleh beberapa faktor sehingga wajib pajak 




Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk  
mengadakan penelitian dengan judul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam 
Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Karaoke di BAPENDA Pekanbaru”. 
Tabel 1.2 pajak hiburan karaoke : 
NO OBJEK PAJAK ALAMAT 
2 STARCITY SQUARE (KARAOKE) 
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 
426 PEKANBARU 
3 HOTEL & KTV CE 7 
JL. MELATI / CEMPAKA 
PEKANBARU 
4 
PT. SATU ENAM DELAPAN 
BERSAMA/HOTEL ALPHA 
JL. H. IMAM MUNANDAR 
PEKANBARU 
5 NEW KTV PERMATA JL. KHADIJAH ALI PEKANBARU 
6 KARAOKE SCH ( SURYA CITRA HOTEL ) 
JL. SIAK II DALAM 
PEKANBARU 
7 
NEW PARAGON KTV/CAFE/BILLIARD 
(KARAOKE) 
JL. SULTAN SYARIF QASIM 
PEKANBARU 
8 
PUB SAGO & MUSIC ROOM KARAOKE 
HOTEL FURAYA 
JL.JEND.SUDIRMAN RT/RW  
PEKANBARU 
9 PT. VIKTORI INDO PRATAMA JL. RIAU NO. 39 PEKANBARU 
10 PT. VICTORY INDO PRATAMA/HAPPY PUPPY 
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 208 
PEKANBARU 
12 
PT. GLOBAL FAREKA 
PROSPEKTAMA/LOCAL PANTRY/STUDIO 
FAMILY KARAOKE 
JL. RIAU KOMP. RBC BLOK C-
12,C-12 A,C-14 PEKANBARU 
13 PT. BINTANG MITRA GLOBAL/LYRICS 
JL. H. R. SUBRANTAS NO. 05 
PEKANBARU 
14 KORO KORO FAMILY KARAOKE 
JL. HR. SOEBRANTAS KM. 10 
PEKANBARU 
15 SING BOX (KARAOKE KELUARGA) JL. HANG TUAH PEKANBARU 
16 CV. KARATAMA TRI VISION/FAMILY BOX 
JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 506 
PEKANBARU 
17 KARAOKE KELUARGA FAMILY BOX JL. YOS SUDARSO PEKANBARU 
18 KARAOKE KELUARGA FAMILY BOX 
JL. HR. SUBRANTAS 
PEKANBARU 
19 KARAOKE FAMILY BOX 
JL. H. IMAM MUNANDAR 
PEKANBARU 
20 KARAOKE KELUARGA ( K - CUBE ) 
JL. SULTAN SYARIF QASIM NO. 
91 - 95 
21 HOTEL GRAND CENTRAL (KARAOKE) 
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 01 
PEKANBARU 
24 ARENA ENTERTAIMENT - KARAOKE 
JLN. TUANKU TAMBUSAI NO. 
01 PEKANBARU 
25 NEW HOLLYWOOD 
JL. KUANTAN RAYA NO. 120 
PEKANBARU 
22 
PT. MITRA MAJU HARAPAN- RB KELUARGA 
STAR 
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 203 S 
E/1 PEKANBARU 
23 KARAOKE 99 





1.2 Rumusan Masalah 
            Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat membuat 
rumusan permasalahan yaitu : 
1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak jenis karaoke di BAPENDA 
Pekanbaru.? 
2. Bagaimana potensi pajak hiburan jenis karaoke yang ada di kota 
Pekanbaru.? 
3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan jenis 
karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru.? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian  
      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak jenis karaoke di 
BAPENDA kota Pekanbaru? 
2. Untuk mengetahui potensi pajak hiburan jenis karaoke yang ada di kota 
Pekanbaru ? 
3. Untuk mengetahui Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 
Pajak Hiburan jenis karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru ? 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Mahasiswa,untuk menambah wawasan dan pengetahuan tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karoke di 




2. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan 
bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karaoke di 
BAPENDA kota Pekanbaru. 
3. Untuk memahami tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
pembayaran pajak hiburan jenis karoke di BAPENDA kota Pekanbaru 
4. Untuk mengetahui Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 
Pajak Hiburan jenis karaoke di BAPENDA kota Pekanbaru  
 
1.4 Metode Penelitian  
1.4.1 Lokasi Penelitian  
 Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah 
yaitu kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada bulan Maret sampai 
bulan juni 2020. 
1.4.2 Jenis Data  
1. Data Primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di 
lokasi penelitian dari narasumber melalui wawancara. Penulis 
mewawancarai Kepala Bidang Pajak Daerah dan Staf-staf pada seksi 
pendataan dan penetapan. Adapun data primer yang diperlukan adalah data 
pajak karaoke seperti realisasi anggaran pajak karoke dan lainnya. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak 
langsung seperti dokumen, arsip/ catatan, buku – buku referensi yang 




1.4.3 Metode Pengumpulan Data  
1. Wawancara  
Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mewawancarai 
narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. 
Penulis mewawancarai kepala bidang atau pihak –pihak yang bisa 
dijadikan narasumber untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan 
dikantor BAPENDA kota Pekanbaru. 
2. Observasi  
 Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati 
langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penulis 
melakukan observasi terhadap pajak restoran dikantor BAPENDA kota 
Pekanbaru. 
3. Dokumentasi  
 Dokumentasi merupakan pemanfaatan data-data yang diperoleh 
seperti dokumen, catatan atau arsip dari instansi.  Penulis mempelajari 
dokumen, catatan atau arsip yang terkait pajak karaoke yang diperoleh dari 
kantor BAPENDA kota Pekanbaru. 
1.4.4 Analisis Data 
 Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh 
dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah ada 







1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  
         Sistematika merupakan uraian jelas mengenai dasar suatu penulisan 
Adapun sistematika penulisan tugas akhir secara umum penulis uraikan sebagai 
berikut :  
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM INSTANSI 
  Bab ini menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah   
(BAPENDA)  kota Pekanbaru Seperti sejarah singkat berdirinya 
BAPENDA visi dan misi, uraian tugas masing-masing bidang di 
instansi serta struktur organisasi BAPENDA kota Pekanbaru. 
BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  
  Bab ini penulis akan menjelaskan teori yang mendukung penulisan    
penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan 
dengan judul penelitian. 
BAB IV  :  PENUTUP 
  Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan 







GAMBARAN UMUM INSTANSI 
 
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 
Pekanbaru 
 Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 
disingkat DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan 
Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 
Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 
dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru 
dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah 
sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan Retribusi, 
Seksi IPEDA, Seksi Operasi/Penagihan. 
 Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 
KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, 
diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II 
Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian 
Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-
lain, Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan. 
 Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 






Daerah Kotamadya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 
KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 
tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan 
Organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi 
Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan Pelaporan, 
Seksi Penangihan, Unit Penyuluhan. 
 Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 
Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 
Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 
selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, 
termasuk Dinas Pendapatan Daerah, pada awal tahun 2017 diganti dengan nama 
Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA dengan susunan 
organisasi sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas 
2. Wakil Kepala Dinas 
3. Bagian Tata Usaha 




5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 
6. Sub Dinas Penagihan 
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 
9. Kelompok Fungsional 
 
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
Visi Instansi 
 Adapun Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu: 
 “Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi 
dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta 
masyarakat” 
Misi Instansi 
1. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang 
ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab 
Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh 
Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya. 
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 
pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang 
tersedia. 
3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha 
peningkatan pendapatan. 





5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan 
daerah. 
 
2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
1. Kepala Badan 
Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 
Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan 
pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan 
Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, 
retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. 
b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum 
di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 
c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan 
daerah. 
d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi 
daerah terhadap perangkat daerah teknis. 
e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup 
tugasnya. 





g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
2. Sekretariat 
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 
merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja 
kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan 
Daerah. 
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, 
keuangan dan program. 
d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 
badan, upacara serta keprotokolan. 
e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 
evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan. 
f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 
keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 
perlengkapan gedung kantor. 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 





3. Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 
merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas. 
b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 
Bagian Umum. 
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan 
petunjuk pemecah masalah. 
d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 
penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pemcatatan hasil 
kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 
e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, 
perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku. 
f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, 
pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta 




g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan 
dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD). 
h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 
sarana dan prasarana badan. 
i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta 
pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan 
umum. 
j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, 
dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan. 
k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu 
pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan 
instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan 
masyarakat. 
l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah 
tangga badan. 
m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan 
halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan. 
n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan 
kualitas pegawai. 
o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi 
pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan 




registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian 
Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah. 
p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, 
peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. 
q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 
mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 
penyempurnaannya. 
r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang 
diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 
s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 
4. Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan 
melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 
Bagian Keuangan. 
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan 




d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 
penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 
kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 
e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM). 
f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan 
verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara 
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. 
g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliput pembukuan, inventarisasi dan 
pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
h. Pelaksanaan akuntansi badan. 
i. Pelaksanaan urusan pengelolahan barang milik daerah meliputi 
penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan 
pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah. 
j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaaian kinerja 
dan capaaian anggaran. 
k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan 
barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat 
terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan 
lainnya. 
m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 




n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
5. Sub Bagian Program 
Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan 
melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melakanakan 
tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan 
peraturan perudang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas. 
b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 
Bagian Program. 
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah. 
d. Pelaksanapan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 
penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 
kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 
e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan 
Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi 
kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program 
pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja. 
f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan. 




h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara 
lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-
masing. 
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
6. Bidang Pajak Daerah I 
Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas 
Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 
Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah 
I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 
atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan 
PPJ. 
c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis 
pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat 
pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan 
menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta 
penelitian lokasi/lapangan. 
d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolaan daftar nomor objek 




menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan 
pendaftaran da pendataan. 
e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ. 
f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2. 
g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat 
Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB. 
h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis 
penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 
i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian 
serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang 
berkaitan dengan penetapan. 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang Pajak Daerah I membawahi : 
a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 
b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ. 
c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ. 
Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I. 
7. Bidang Pajak Daerah II 
Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian 
Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah 




Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Bidang Pajak 
Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah 
II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 
atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak 
Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, 
Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 
c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan 
pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat 
Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, 
Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 
Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah 
data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan. 
d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar 
induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah 
yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan. 
e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan 
Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak 
Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak 




f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah 
angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib 
pajak daerah. 
g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas 
pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak 
Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, 
Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan 
pemberian informasi pajak daerah. 
i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan 
pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang 
berkaitan dengan penetapan pajak daerah. 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oelh pemimpin sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang pajak daerah II, membawahi : 
a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 
b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet. 
c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah. 
Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 






8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah 
Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu 
sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan 
Pengendalian Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk 
atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari 
pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan 
pengurangan Pajak Daerah. 
c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang 
Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai 
penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber 
dari keberatan dan pengurangan. 
e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, 
pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, 
keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan 
subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah. 
f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara 
berkala hasil pengendalian pajak daerah. 
g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian 





h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi : 
a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. 
b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan. 
c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan. 
Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah. 
9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas 
membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan 
Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, 
Pembukuan PAD dan Legalisasi. Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas. 
b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan 





c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan 
dalam Peningkatan PAD. 
d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang 
diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, 
pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya. 
e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan 
rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
pemungut PAD. 
f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
(SKRD) dan pendapatan lain-lain. 
g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi 
penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah. 
h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/ 
pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga. 
i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pajak daerah. 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi : 
a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama. 
b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak. 




Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD. 
10. Unit Pelaksanaan Teknis 
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan 
dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni : 
a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar. 
b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 
Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana 
wakil pemerintah pusat. 
11. Kelompok Jabatan Fungsional 
a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan 
perundang-undangan. 
b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari 
sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 
c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan 




e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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 Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa 
kesimpulan dan saran berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
pembayaran pajak hiburan jenis karaoke yang kiranya dapat bermanfaat di masa 
yang akan datang. Dari hasil penelitian yang telah diuraikaan pada bab terdahulu 
dan didukung dengan data - data yang ada maka penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Tentang target dan realisasi pajak hiburan jenis karaoke Kota Pekanbaru : 
Realisasi pajak hiburan jenis karaoke dari tahun 2016 s/d 2018 terus 
mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 realisasi tidak mencapai 
target dengan persentase 34.81%. Pada tahun 2017 realisasi tidak 
mencapai target dengan persentase 44.30%.  Dan di tahun 2018 realisasi 
mencapai target dengan persentase 84.30%.  Walaupun target dalam dua 
tahun terakhir tidak mencapai Namun pada tahun ketiga Target tersebut 
tercapai dengan persentase 84.30%. Tetapi realisasinya mengalami 
peningkatan dan kesadaran wajib pajak pada BAPENDA Kota Pekanbaru 
untuk membayar pajak hiburan jenis karaoke sudah cukup baik. 
2. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 








a. Pelayanan pada Wajib Pajak  
Pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan membuat wajib 
pajak rela ataupun mau untuk membayar pajak. 
b. Faktor sosial  
Cara petugas pajak menunjukkan atau mensosialisasikan berapa 
tariff pajak hiburan jenis karaoke, jangka waktu denda atau sanksi. 
c. Faktor Individu 
Individu yang baik,jujur dan mengetahui tentang pentingnya 
membayar pajak pasti akan membayar pajak usahanya. 
d. Penegakkan Hukum Perpajakan 
Sanksi atau denda keterlambatan dalam penyampaian SPTPD 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dan terjadi penambahan 25% yang terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 
 
4.2 Saran 
 Setelah menyajikan beberapa kesimpulan, maka berikut ini penulis akan 
memberikan beberapa saran atas pembahasan permasalahan tersebut di atas, yaitu: 
1. Untuk meningkatkan kesadaran dan kecerdasan pengetahuan masyarakat 
atau wajib pajak untuk membayar pajak hiburan jenis karaoke hendaknya 
BAPENDA Kota Pekanbaru meningkatkan sosialisasi. 
2. Menegakkan sanksi hukum atau denda bagi para wajib pajak yang 





3. Kepada Bapenda Kota Pekanbaru hendaknya mendata kembali seluruh 
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